
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN
Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KERALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor: 050/Kep.35-SekretA/ll/Dinkes/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 050/Kep. 91-Sekret/I/Dinkes/2019

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN

SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

a. bahwa sesuai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah
Kota Tangerang Nomor: 821/KEP, 578-BKPSDM/2019 tentang
Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Pemerintah
Kota Tangerang. Maka Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Nomor : 050/Kep. 91-Sekret/I/Dinkes/2019
tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi
Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran
2019 perlu diubah;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tertera dalam lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini
dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan
sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna
Anggaran tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana
Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola
Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun
Anggaran 2019.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
















